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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
di Kabupaten Tabalong diperlukan peran serta Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
selaku penyelenggara pelayanan publik, dengan masyarakat
selaku pengguna/penerima pelayanan, yang diwadahi dalam
bentuk Forum  Konsultasi Publik, sebagai upaya
mengikutsertakan pelibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

bahwa untuk memberikan arahan dan meningkatkan
partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik Kabupaten Tabalong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
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'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infromasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

melaksanakan koordinasi pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah  Kabupaten Tabalong, meliputi penjadwalan,
perumusan tema, hingga pelaporan pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik;

melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai hasil
pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dari Perangkat Daerah
beserta rencana tindak lanjut, dan menyusun laporan hasil
pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Tabalong;
dan

mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik dari Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.
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KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal &§ Mes 2023,

;, BUPATI TABALONG,

f ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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TANGGAL o5 ™e\ o1y

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM

KONSULTASI PUBLIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO. JABATAN DALAM DINAS JABATAR PALAM 1 ket
1. | Bupati Tabalong Pembina
2. | Wakil Bupati Tabalong Penanggung Jawab
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua
4. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Wakil Ketua
Daerah Kabupaten Tabalong

5. |Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Sekretaris
Daerah Kabupaten Tabalong

6. | Kepala Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong

7. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Anggota
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabalong

8. |Kepala Dinas Kependudukan dan Anggota
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

9. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Anggota
Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong (Sarwani, S.Si)

10. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Anggota
Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong (Roli Yadi, S.Sos)

11. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Anggota
Ahli Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
(M. Arief Rahman, S.Psi)

12. | Pengelola Program dan Laporan pada Anggota
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong
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